. WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKO'I‘A BALIKPAPAN “,, o
Sl NOMOR 17 TAHUN 2018
i TENTANG T
'PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

 DENGAN RAHjMAT TUHAN'YANGJMAHA?ESAJ )

B -"WALiKOTA BALIKPAPAN*IT'

‘Menimbang

| dlperuntukkan bag1 kemakmuran rakyat

dasar pengenaan pajak yang bersangkutan

fia bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber[{j‘;:-{' -
. »pendapatan asli daerah yang mcm1hk1 peranan yang
: ~.'.}j}cukup strategis dalam : upaya memngkatkan'{f}{} |
s ‘..:":f kemampuan keuangan daerah guna memblayal, :ﬁ '

: ; penyelenggaraan pemermtahan daerah yangv:.,""'} i

b bahwa dalam rangka opt1mahsa31 pemungutan::-u
pajak daerah maka dlperlukan suatu 31stem online | =

| yang mampu merekam data transakm yang men_;adlf;f}f

c bahwa agar pelaksanaan 31stem onhne dapat ST

] onllne pajak daerah dl KOta Bahkpapan

| dllaksanakan dengan tertib, efektlf eﬁs1en sertafﬁ{f, e :
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-j‘;  ";:":'[_’

undangan maka perlu mengatur penerapan Slstemfl b

: d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebageumana e

o Pelaksanaan Slstem Onlzne PaJak Daerah

Mengmgat ‘

Repubhk Indonesm Tahun 1945

dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, “,

perlu menetapkan - Peraturan Wahkota tentang";f"'

1 Pasal 18 ayat {6) Undang—Undang Dasar Negara



'-vf’fIndonesw‘ Nomor 1820}, o

.-2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang - :

,.,.‘Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3 Tahun..‘ : : .
1953 “tentang Pembentukan Daerah 'l‘mgkat big D1
v‘”v:f'%“‘_vKallmantan (Lembaran Negara Repubhk Indone31a'i_
f}f_ Tahun 1953 Nomor 9) - Sebagm Undang—Undang-iﬁ; -
»(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 1959

“Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhkff-?f}f:'"‘ BN

‘i‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pa.]akvl-]» e

: Daerah dan Retrlbu31 Daerah (Lembaran Negara:ff;

© Nomor 5049);

Repubhk Indonesm Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a"

‘vt.Undang—Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 tentang"
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk’-{;‘_
.‘,:,-VIndonesm Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan;:’;

»_ Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587)

i sebagalmana telah dlubah beberapa kall terakhlrff

- }Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran
L Negara Repubhk Indones1a Tahun 20 15 Nomor 58 }_f} 1

~ Nomor ¢ 5679), L

o Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 1): B

vvv.’;;"S.”Peraturan Daerah Kota Ballkpapan Nomor 5 Tahun}i{ 4

.j'i ‘dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 4 o
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23};‘

,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesla“ij‘-'} .:

: 4 Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 4 Tahunf
:, 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota,{
- :Ballkpapan Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan:f?

o _---. 2010 tentang Pa_1ak Restoran (Lembaran Daerah Kota'lf:’

’ ~:.1:;'.1,Lembaran Daerah Kota Ballkpapan Nomor 2), i

'_Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 3)

".‘Ballkpapan Ta_hun 2010 Nomor 5 Tambahan

- .’}Peraturan Daerah Kota Ballkpapan Nomor 6 Tahunj_':»-, ;. |
v "_20 10 tentang Pa]ak Hlburan (Lembaran Daera.h Kota
| -‘Bahkpapan Tahun 2010 Nomor 6 ’I‘ambahanf:g




7.Peraturan Daerah Kota Balikpapah.Nor'nOr,'7 Tahun

10.
12010 tentang Pajak Parkir. (Lembaran Daerah Kota
'Bahkpapan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan i
- Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 7),

11.

2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota :
‘Balikpapan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kota Balikpapan* Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
‘Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Ballkpapan Nomor

S | .
Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 9 Tahun
‘2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
' (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010
" Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota n

Balikpapan Nomor 6);
Peraturan Daerah Kota Ballkpapan Nomor 10 Tahun

Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota

o Bahkpapan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan 3

, Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 8);
12.
12010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran |

Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 12 Tahun‘

: “"Daerah ‘Kota Bahkpapan Tahun ‘2010 ,Nomor. 12,

13.

Tambahan Lembaran Daerah Kota vBalikpapan Nomor

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun

: 2010 téntang Pajak Bumi dan Bangunari" Perdeéaan’

"*'diubah'dengan" Peraturan Daerah Kota Balikpapan |°
‘Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas |
'- 3"Perattiran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun |

" dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bahkpapan i
.Tahun 2012 Nomor 1),

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bahkpapan

Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah’ e

Kota Ba.hkpapan ‘Nomor 10} sebagalmana _telah

2010 tentang Pajak Bumi dan. Bangunan Perdesaan




 Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM

o Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
‘Daerah adalah Kota Bahkpapan

L

14. Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan"
- Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Tahun
2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota ‘
| Ballkpapan Nomor 11); L - o

MEMUTUSKAN:

ONLINE PAJAK DAERAH. | DT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 |

Pemenntah Daerah adalah Walikota sebagaJ unsur penyclenggara
pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan o
Wahkota adalah Walikota Bahkpapan

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retnbus1 Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPDRD adalah Badan yang melaksanakan urusan ‘pemerintah
di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retrlbus1 ‘Daerah Kota!
Ballkpapan ' ‘ R

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ’I‘erpadu yang selanJutnyal G

d1s1ngkat DPMPT adalah pcrangkat daerah yang memiliki tugas dan fung31 ,

l

mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonpenzman di daerah | i

dengan Siétem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinaéi de'ng’.g',anE

inStan31 teknis yang ‘ mempunya1 kewenangan pengendahan dan

pengawasan : o : , ST o 5, .

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah‘
Perangkat Daerah yang yang melaksanakan tugas di bldang penegakan
Peraturan Dacrah dalam rangka menyelenggarakan ketertlban umum dan
ketentraman masyarakat. , o . ', o TR
Pajak Daerah yang selanjutnya dlsebut PaJak adalah kontrlbus1 W&Jlb
kepada Daerah yang terutang oleh orang prlbad1 atau badan yang bermfat
memaksa berdasarkan Undang—Undang, dengan tldak mendapatkan
1mba1an secara langsung dan dlgunakan untuk keperluan Daerah bag1

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat _
| -4



. ?
{
i
l
s

. _Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau badan, mehputx pembayar pajak, 1

- pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyal hak dan kewajlban‘

13

 dalam dan/ atau permukaan bum1 untuk dlmanfaatkan
“16.
'} badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

| : : yang disediakan sebaga1 suatu usaha, termasuk penyedlaan tempat N
~ -penitipan kendaraan bermotor. e
17.

18.
o dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19.
v;_buml dan/ atau bangunan yang dimiliki, dlkuasal, dan/ atau dlmanfaatkan
oleh orang ‘pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dxgunakan untuk

- kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
20.
 hak atas tanah dan/atau bangunan.
21.

130 Pajak Reklame adalah Pa_]ak atas penyelenggaraan reklame ‘
14,
o yang dihasilkan sendm maupun diperoleh dari sumber lam
15.

'Pa_lak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga hstnk baik

‘perpajakan - sesuai ~dengan ketentuan peraturan perundang-undangana
perpajakan daerah.

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh hotel ,
Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pajak Hlburan adalah PaJak atas penyelenggaraan hlburan '

Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah PaJak atas keglatan'
pengambﬂan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di

Pajak Parklr adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkn' dlluar

tanah.

P

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat d1kenakani |

o Pajak. ' ‘ |
10.
11.
12,

i
H

Pajak Alr Tanah adalah Pajak atas pengamb11an dan/ atau pemanfaatan air

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pegak atas keglatan pengambllan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pa]ak atas perolehan'

Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selan_lutnya dlsmgkat SPI‘PD

~adalah surat yang oleh Wajib ‘Pajak digunakan untuk melaporkan

penghltungan dan/atau pembayaran pajak, obJek pajak dan/atau bukan

objek pajak dan/atau harta dan kewaglban sesuai dengan ketentuan

_ »peraturan perundang—undangan perpajakan daerah

22,

"__,Elektromk Surat Pembentahuan PaJak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat

 e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang d1buat oleh

Wajib Pajak dengan menggunakan aphkas1 e—SPTPD yang dlsedxakan oleh
- BPPDRD. ’ :

N



23,

| menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Iam ke kas

24,
25,

~ 26.

' data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Ob_]ektlf dan
| profesmnal ‘berdasarkan = suatu standar pemerlksaan untuk menguJ1 o

, tujuan lairi-dalamnrangka melaksanakah ketent»uanv peraturan 'pcrundang- :

27,

~sub s1stem lainnya secara elektronik dan temntegram secara real time.

28.

o 1nterchange (EDI}, surat elektromk (electromc mail), telegram, ~teleks

- perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dlpaha_rm oleh -
o ora.ng yang mampu memahaminya. ‘

29,

' atau perfora31 yang mem111k1 makna atau artl atau dapat dipahami oleh

30.

()

Surat Setoran Pajak Dacrah yang sclanjutnya dlsmgkat SSPD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dllakukan dengan

daerah melalm ternpat pembayaran yang dltunjuk oleh Wahkota B -
Bank Perseps: adalah Bank yang ditunjuk oleh Wahkota untuk menenma,
setoran penerimaan Daerah. o
Tempat Pembayaran Persep31 adalah tempat pembayaran yang d1tun_|uk o
oleh Walikota untuk menerima setoran penerlmaan Daerah.

Pemenksaan ‘adalah serangkalan keglatan menghlmpun dan mengolah

kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan - daerah dan/atau untuk

undangan perpajakan daerah.
Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub 31stem satu dengan L

Informasi Elektromk adalah satu atau sekumpulan data elektromk t1dak

terbatas pada tuhsan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electromc data |-

telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau v

Dokumen Elektromk adalah setiap Informa31 Elektromk yang dlbuat
diteruskan, dlkmmkan, diterima, atau dlslmpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetlk opt1kal atau sejenlsnya yang dapat dilihat,
dltampllkan dan/ atau dldengar melalui Komputer atau Sistem Elektromk

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, | o

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

orang yang mampu memahammya

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu saat,
dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam baglan tahun -
Pajak sesual dengan - ketentuan pcraturan, pcrundang-undangan
Pel‘paja.kan daerah. - < A - o

) Pasal 2 | - .
Peraturan Wahkota ini dimaksudkan sebaga1 pedoman dan legal1tas bagi | -
Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Slstem Online PaJak -



(2) Slstem Onlme Pajak bertujuan untuk:

eﬁswn

dan sektor Pajak dapat dltmgkatkan

yang merupakan penopang pendapatan asli Daerah dan
pembayaran Pajak ;',

. BABI
RUANG LINGKUP

e Pasal3 T T

Ruang lmgkup pelaksanaan Slstem Onhne Pajak mehputl | -

.’a”S1stem Onlme pembayaran dan penyetoran Pajak S

b | Slstem Onlme pelaporan transaks:, , ;ff,!? o
Sistem Onlme SPTPD o o _ - v
i:.,,d Slstem Onlme 1nformas1 dan dokumen yang berkautan dengan PaJak;':
;ﬁ.'eA Slstem Onlzne Pajak Ter1ntegras1 dan . R A
f ‘ tata cara pengenaan sank31 admlnistratlf

st BABIII
SIS'I‘EM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Baglan Kesatu

Keljasama Antara Pemermtah Daerah Bank Persep31 dan / atau Tempat

Pembayaran Persep31

(1] S1stem Onlme pembayaran dan penyetoran Pajak sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 3 huruf a dllakukan melalul keqasama antara Pemenntah
Daerah dengan Bank Persep31 dan / atau Tempat Pembayaran PCI‘SCpSI

(2) Wahkota menugaskan BPPDRD untuk mengoordma& dan meIaksanakan

kerjasama sebageumana dunaksud pada ayat (1)

i ,..dﬂaksanakan dcngan befpedoman pada ketentuan peraturan perundang.

. ;a mewujudkan penyelenggaraan admm1stra31 perpajakan yang efektlf dan . -:f,
b memmlmahsu' kehilangan poten51 Pajak sehmgga penenmaan daerah :
o I_C memngkatkan transparan31 dan akuntabxhtas dalam pengelolaan Pa;ak kR

- S d. membenkan kemudahan ~bagi Wajlb Pajak dalam pelaporan dan

s s e e

(3) Kerjasama S1stem Onlme sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) P o




Baglan Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Onhne T
S _Pembayaran dan Penyetoran Pajak

. PasalS

Onlme

< PaJak sebageumana dlmaksud pada ayat (1) mehput1
PaJak Hotel i e SR
":’f:YPa]ak Restoran
’t"‘v".;,-,:»v‘Pagak H1buran 0 L
:'Pajak Penerangan Jalan, o o e e
PaJak Mmeral Bukan Logam dan Batuan, e g
Pa_]ak Sarang Burung Walet
S ".AIPaJak Pa.rklr, o
Pajak Air Tanah , : R R
j.. vPaJak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, _dan

i 'Jl,‘jvbBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

B Pasal 6

( 1) Waj1b PaJak melakuka.n pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Slstem : "‘

g (2) Jenis PaJak dengan Slstem Onhne untuk pembayaran dan penyetoran -

B 'i-t'f;(l) WaJlb Pajak melakukan pernbayaran dan penyetoran Pajak melalm ‘Bank an

. ;»Persepsx dan/atau Tempat Pembayaran Perseps1 sesua1 dengan ketentuan

e , peraturan perundang—undangan

Pembayaran Persepm ke rekenmg Kas Daerah

Pasal 7

| ‘ ,:'-WEl‘]lb PaJak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak df:ngfﬂln setoran _f “
:tUnal transfer dan/atau menggunakan fasﬂltas pembayaran serta .

"'Z.:;_-}penyetoran yang dlsedlakan oleh Bank Persep81 dan/ atau Tempat

S ‘v(’l:)' '_'Buktl pembayaran dan penyetoran PaJak yang dlkeluarkan dan d1aku1 oleh i

,.:T;T‘Bank Perseps1 dan/atau Tempat Pembayaran Persep31 dlpersamakan;
" ”::‘-'v-‘f._f.‘.‘:dcngan SSPD.. SR B

e ‘_vfpada Kas Daerah -

(2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau o
| ,menggunakan fasxhtas pembayaran serta penyetoran sebagalmana L o
o 'd1maksud dalam Pasal 6 aYat (2), dmyatakan sah apabﬂa telah dzbukukan R




Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pa_;ak yang Terutang sesual dengan

ketentuan peraturan perundang—undanga.n ,
(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pagak :

o penyetoran Pajak dapat dllakukan pada hari kerja pertama berlkutnya ,
. (2).
d111burkan ‘untuk penyelenggaraan pem111han umum, dan cut1 bersama

3 secara nasional yang dltetapkan oleh Pemerintah.

L ‘Tempat Pembayaran Persep31

@

o Persep31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri atas

. b rekon3111a31 kas.

w

~ rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi
~ dan/atau Tempat Pembayaran Persep31 berdasarkan transaks1 penenmaan

©

Rekons1l1as1 Penenmaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuanga.n

, huruf a dllakukan dengan membandmgkan data setoran pencnmaan Pajak -

Pasal8 o ' -:»_{:- 1

Pasal 9.

sebagalma_na dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari - libur o
termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau

Hari libur sebagalmana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang!

N Pasal 10 .
Setlap transaks1 pembayaran dan penyetoran Pa_yak melaILu S:stem Onlzne -
akan dllakukan rekonsiliasi antara BPPDRD Bank Persep31 dan / atau

Rekon81ha31 antara BPPDRD Bank PCI’SCpSI dan/atau Tempat Pembayaran

a. rekon31l1a31 transak31, dan

D ; Pasa.lll _ o
Rekonsﬂlasx transak31 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

yang d1ter1ma dari Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persep81 ‘f
dcngan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada BPPDRD. . i
Rekonsmam kas sebagalmana dunaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b!

R dllal«;ukan ‘dengan membandingkan ‘jumlah uang yang dlhmpahk_an ke ‘ -

Pajak pada han kerja berkenaan.
Rckonsﬂxa& sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlla.kukan

secara harlan dan dltua.ngkan dalam benta acara rekonsiliasi.

Pasal 12

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan B e



Pasal 13

(1) BPPDRD menyedlakan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware)e

o

', penenmaan pembayaran dan penyetoran PaJak dengan Slstem Onlzne
~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -

m

V‘Slstem Onlme pembayaran dan penyetoran Pajak

c. Pajak Hiburan; dan I o

dan/atau perangkat Iunak (software) yang dapat menghubungkan sistem
online pembayaran dan penyetoran Pajak pada hngkungan BPPDRD,
dengan Bank Persepsi dan/ atau Tempat Pembayaran Perscp31 sesuai |
dengan kebutuhan }
Bank Persepsi dan/ atau Tempat Pembayaran Perseps1 menyedlakani

fasilitas pembayaran dan ‘penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan

BPPDRD bertugas mengelola seluruh pelaporan dan admmlstra31

- , Pasal 14
BPPDRD melaksanakan momtomng dan evalua31 terhadap Slstem Onhne
pembay aran dan penyetoran Pajak. :

Berdasarkan hasil momtormg dan evalua51 sebaga_lmana dlmaksud pada o

‘ayat (1) BPPDRD dapat melakukan pengembangan Slstem Online!
pembayaran dan penyetoran Pajak.

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dldasarkan pada
kebutuhan pelaporan dan administrasi BPPDRD dan Bank ‘Persepsi |-
dan/ aﬁau Tcmpat Pembayaran Persepsi. ' :

_ ‘BAB IV ‘ .
SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

- Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 15 A

Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 3 |
huruf b, dilaksanakan oleh BPPDRD dengan menggunakan alat dan/atau

T
1

~ sistem perekam data transaksi usaha. | : S
@)

o ."ftransakm mehputl o : o S ’
a. Pa_]ak Hotel; | |

Jenis Pajak yang dapat dlhubungkan dengan Slstem Onhne pelaporan

Pajak Restoran, :

Pajak Parkir.

gio-i



| a PaJak Hotel terd1r1 atas

(3) Kepala BPPDRD berwenang menghubungkan alat dan/atau s1stem R

g v:.,perekam data transak51 usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) uﬂtuk‘f .}‘}v:}v.;:_;

}’ fdlpasang pada 31stem yang d1rmhk1 oleh Wajlb Pajak dan terhubung

o dcngan 31stem yang d1m111k1 oleh BPPDRD

(4) ,Wajlb Pa_]ak berkewajlban membenkan akses dan 1nforma31 kepada S

S }BPPDRD dalam rangka pemasangan alat dan/atau 31stem perekam data,

= "j-',itransakm usaha Wajlb Pajak

f;.:-';vtransakm usaha Wajlb Pajak dlkenakan sanks1 admlmstratlf

: a tegura_n llsan,
b teguran tertuhs , L e
c penghentlan sementara keglatan, dan/ atau e

pencabutan 1zm

Pasal 16 o

yang dapat d1pantau oleh BPPDRD

“ 5) .;Wajlb Pagak yang tidak bersedla untuk membenkan akses dan 1nforma31
o ;“’zfatau menolak dﬂakukan pemasangan alat dan/atau 31stem perekam data ’:

f:Sanks1 adm1n1strat1f sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) dapat berupa | el

: :‘}Alat dan / atau s1stem perekam data transak31 usaha sebagalmana' |
dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merekam setlap transak31 pembayaran‘ _'
:yang dllakukan oleh Subjek Pajak kepada Wapb Pajak secara real tzme

(2) Data transaks1 usaha Wajlb Pajak hanya dlgunakan untuk kepentlngan' SR

(3) Data transaks1 usaha Wajlb Pajak bersxfat raha31a dan hanya dapat :

V,d1ketahu1 oleh Wajlb PaJak yang bersangkutan dan pejabat berwenang

melakukan keljasama dengan plhak ketlga

o transak31 apabﬂa terdapat perubahan atau perkembangan data transaks1

v_,_"_.f’;.“j.}}’;usaha yang menjadl objek dasar perhltungan PaJak E LT
. ; _— Pasal 17
-j'.[,}}_Data transak31 usaha Wajlb Pajak mehputl }' S s
L pembayaran SCW& kamar (room), ,,

2 pembayaran makanan dan mmuman (food and beverage);’

3 pembayaranjasapenunjang, untuk TR

e ,_f::,:'::fsesual ketentuan peraturan perundang-undangan dl bldang perpajakan_ :
. Daerah. IR AP A S e T L e
"“Untuk melaksanakan S1stem Onlzne pelaporan transak& BPPDRD dapatv

"BPPDRD dapat melakukan penyesuaJan menu Slstem Onlzne pelaporan j




B | d PaJak Parkir, terdiri atas:

@) cuci dan setrika (layanan laundry);

b} tclepon faksimile, mtemet teleks dan mesin fotokopl
¢} transporta31 yang dlkelola hotel atau yang d1kerjasamakan dengan
pihak lain; atau ‘
- d) service charge. | |
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang§ '
3 dlsedlakan hotel I _ ‘ ,.
5 banquet berupa g o o : B
* - a) persewaan ruang rapat atau | ’ I |
. b) ruang pertemuan '
" b. Pajak Restoran, terdiri atas:
1 pembayaran makanan dan minuman yang dlkonsumm di tempat dan
yang dikonsumsi tidak di tempat (take away); |
‘ 2‘; ,pembayaran pemakalan ruang rapat atau ruang pertemuan d1 restoran
- (room charge); o
3. 'pembayaran service charge, dan | |
| 4. pembayaran jasa boga/catering. o S
c. Pa_]ak Hiburan, berupa pembayaran atas room charge harga tanda masuk/ f
. karc1s/ tlket masuk/ minimum charge/ cover charge/ ﬁrst drink charge dan
sejenlsnya food and beverage dan service charge untuk objek Pajak;
 Hiburan: | | | |
. tontonan film;

. pagelaran keseman mus1k tari, dan/atau busana,

. kontes kecantxkan, blnaraga, dan sejemsnya,

. pameran, . ' ' ' '

. dlSkOtlk karaoke, klub malam dan sejemsnya,
. s1rkus, akrobat, dan sulap;

. permainan bilyar, dan bowhng, )

a1 o A e S S b 5 8 S

. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permaman ketangkasan,

© ® N o cn". BW N

. panti pijat, I'CﬂCkS_l, mandi uap/spa, pusat kebugaran (ﬁtness centre);
- 10. pertandmgan olah raga. -

i 1 pcmbayaran parklr berupa kar01s/t1ket/smart card dan s . . Co
2. ‘pembayaran parkir berlangganan - . L * |

. o Pasa.! 18 | 1

(1) Dalam v pclaksanaan Slstem Onlme pelaporan transéksi, BPPDRD ' ,'
berwenang ‘ : . ;

o - _12_2



' a.' mengmstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau 31stem:v S

o dlsenga]a atau karena kealpaan Waj1b Pajak;

d. melakukan monitoring data transak31 usaha dan Pajak yang Terutang,

'g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan perusakah

‘ mformas1 pelaporan data transak31 pembayaran Pajak d1 tempat
usaha/ outlet Wajib Pajak; LT
b. memperoleh informasi mengenai merk/ typé, sistem infonﬁasi vd-ataﬁ
tran'svak‘si,'wjumlah perangkat dan sistem, serta informasi léin yang
terkait dengan 31stem 1nformas1 transak31 pembayaran yang d1m111k1
Wapb Pajak; ' . .
c. mendapatkan rekapitulasi data 'transaksi usaha dan laporan |
pembayaran Pagak dari Wajib Pajak; : , - »

e. 'mengakses hardware dan/ atau software S1stem Online pelaporan

transaks1

i melakukan pengawasan dan pemenksaan kepada Wajlb Pajak apablla j

data yang tersaji dalam Sistem Online pelaporan data berbeda dengan i

laporan SPTPD atau e-SPTPD yang d1ber1kan oleh Wajib PaJak ;
{

dan/ atau h11angnya perangkat dan /atau sttem Online ba1k yang

\
l
,‘r
!

h. .membangun dan menyedlakan jaringan;

s 'mengadakan, menyediakan, menyambung dan memehhara perangkat ;

@

j. melakukan tindakan apablla terjadi kerusakan pada alat atau sistem

kN berfungsmya Sistem Onlme pelaporan transaksi;

‘ k menylrnpan data transaks1 usaha Wajlb Pajak pada database Pajak '

perundang—undangan, dan . .
1. melakukan pemehharaan alat dan/ atau SIStem perekam data transak31 ;

Sistem Online pelaporan transak31 dengan biaya dari - anggaran 3,

| , pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;

perekam‘ data - transaksi usaha sehingga mengaklbatkan tidak

untuk Jangka waktu 5 (hma) tahun atau sesuai ketentuan peraturan - .

l
(
i
!
l
)

)

usaha Wajib Pajak.

'Dalam pelaksanaan Sistem Onlzne pelaporan transak31 BPPDRD‘

g berkewaijan menjaga kerahasxaan set1ap data transak31 usaha Wajlb P

|  Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan d1

" bldang perpajakan daerah 5 g : o B e 4 N

_ Bag1an Kedua
: Hak dan Kew.a_]lban Wajlb Pajak



(1) Hak Wajlb PaJak dalam pelaksanaan Slstem Onlme pelaporan transakst
sebaga1 berikut: ' ’

a.

(2) :Kewajlban Wajlb Pajak dalam pelaksanaan Ststem Onlme pelaporan
; ‘transak31 sebagau berikut: ' ’

Ca.

: memperoleh Jamman pemasangan/ penyambungan/ penempatan onlzne ‘

‘mendapatkan penggantlan alat dan Slstem Onlzne yang rusak atau ,}

'transak31 usaha yang ditempatkan pada usaha Wa_]lb Pajak }
. menyimpan data transak31 usaha berupa bill pembayaran, harga tanda

. menyampaikan data transaks1 usaha yang dﬂamp1rkan pada SPTPD .

.melaporkan dalam Jangka Waktu palmg Iama 1 x 24 (satu kah duae
Apuluh empat) jam apabila alat dan/ atau s1stem perekam data transak31 '

. memberikan kemudahan kepada BPPDRD dalam pelaksanaan S1stem '

Pasal 19

memperoleh pembebasan dari kewajlban porpora31/legahsas1 bilf
pembayaran, harga tanda masuk/tiket/ karc1s .
memperoleh fasilitas e-SPTPD; _ _

memperoleh hasil perekaman data transak31 usaha dan mformam |
terkait perpajakan daerah; | o - |
mendapat jaminan keraha31aan atas setlap data transaksi usaha,
menenma Janngan untuk Sistem Online yang dllaksanakan oleh :
BPPDRD

sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wa_]lb
Pajak; dan

tidak berfungsx/beroperam yang dlsebabkan bukan karena perbuatan
~atau kesalahan Wajib Pajak. ’ '

menjaga dan memelihara dengan baxk alat atau 31stem perekam data

masuk/ tlket/ karcis untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun; . : i

atau e- SP'I‘PD

usaha yang mengalaxm kerusakan kepada BPPDRD

- Online seperti mengmstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau

mstem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak d1 tempat b

_ usaha/ outlet Wajib Pajak; dan

memberikan informasi mengena1 merk/ type sistem 1nforma31 data‘ :

N transaksx, jumlah pcrangkat dan sistem, serta 1nforrna51 lam yang

terkait dengan smtem data transak31 pembayaran yang d1m111k1 Wajzb
Pajak ’ ’

-14-0



Bagian Ketiga

Larangan

o e | _ Pasal20 ! o .
Dalam pelaksénaan Sisteni Online pelaporan transéksi Wajib Pajakjvd_»iiarang: o
a. dengan séngaja mengubah data Sistem Online dengan ‘cara dén dalam

bentuk apapun, dan/atau ’ -
b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungm/ beroperasmya -

perangkat dan Sistem Online yang telah terpasang.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pajak

| ' Pasal 21

(1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transak31 usaha Wajib |
PaJak menjadl tanggung jawab BPPDRD yang dlblayal melalm Anggaran "
Pendapatan dan Bclanja Daerah.

(2) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaks1 usaha Waﬂb '
- Pegak dilakukan oleh BPPDRD. | |

| ‘Pasal 22 o ,
.- (1) Hasﬂ perckaman alat dan/atau sistem perekam data transak81 usahar |
Wapb Pajak menjadl salah satu dasar penetapan Pajak yang Terutang }
(2) BPPDRD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebageumana dlmaksud ,
pada ayat (1) untuk kepentmgan Pemenksaan PaJak ' ' |

(3) BPPDRD melaksanakan momtormg hasﬂ perekaman sebagalmanas
dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluas1 untuk kepentlngan

| pemerlksaan Pajak | I | S : f
(4) BPPDRD wajlb merahasmkan hasil perekaman sebageumana dlmaksud -
' pada ayat (1}, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau
kepentmgan lain yang mewag1bkan untuk membuka keraha31aan data ‘
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan d1 ‘
bldang perpajakan Dacrah :

o Pasal 23 : ?

(1) Apabxla ada perbedaan hasil perekaman sebagalmana dlmaksud dalam'
:Pasal 22 ayat (1) dengan laporan Pajak yang dlsampalkan oleh Wajlb Pajak P
BPPDRD dapat bersurat kepada Wapb Pa]ak untuk menyampmkan data

tambahan dan /atau penjelasan :
, ~15-



- BPPDRD

3 dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24 |

fipcrundang—undangan

~ SISTEM ONLINE SPTPD;?{}" o

Pasal 25
fdllaksanakan oleh BPPDRD dengan menyedlakan fasﬂltas e-SPTPD

lain: Sl

'r'PaJak Hotel 3

f,‘»Pajak Restoran N

*-_Pa}ak Hlburan, | _.}ﬁ .

v.‘;PaJak Parklr Vv o R
Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan,
,“Pajak Sarang Burung Walet dan o

UQ ;;’:;rs i.@‘ cu o U B

' f‘_’; Pajak Penerangan J alan v
L  Pasal 26

yang d1sed1akan oleh BPPDRD tanpa dlpungut b1aya

’ account pada 81stem onlmc SP’I‘PD yang d1scd1akan BPPDRD

Pasal 27

o setelah mendaftarkan dm dan mem111k1 user account o

(2) Wajlb P ajak berdasarkan surat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

" menyampalkan data tambahan dan/ atau penjelasan yang dlbutuhkan oleh ’{;"f[;

- ‘:‘(3) Pemerlksaan Pajak dapat dllakukan oleh BPPDRD apablla berdasarkan o . -
| hasﬂ pene11t1an data tambahan dan/atau penjelasan yang dlsampalkan - 5
oleh Wajlb PaJak mas1h terdapat perbedaan dengan laporan PaJak ,Vang

dlsampalkan kepada BPPDRD dan hasﬁ perekaman sebagalmana

’;f}Dalam melaksanakan Pemerlksaan Pajak BPPDRD berpedoman pada tata

-"cara dan tekms Pemenksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

}'(‘1) Slstem Onlzne SPI‘PD sebagalmana chmaksud dalam Pasal 3 huruf c, .

‘} 'Jems P ajak y ang dapat dlhubungkan dengan Slstcm Onhne SP’I‘PD antara

"(1) Wajlb Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasﬂltas e SP’I‘PD - N

(1) Wa‘Jlb PaJak dapat menyampalkan e- SPTPD melalul websate BPPDRD o

"??}': (2] Untuk dapat menggunakan fasﬂltas e SP'I‘PD Wajlb Pajak membuat user o



(2) Wajlb Paja1< mengls1 data digital yang telah dlsedlakan melalu1 31stem e-f .
SPTPD untuk kepentmgan Pelaporan Pajak. , , ’ N

| (3) Wajlb Pajak dlberlkan bukti penerimaan elektronik sebagal tanda terlma
penyampalan e-SPTPD. | E f o

(4) Bukti penerlmaan elektronik sebagmmana dlmaksud pada ayat (3) sebaga1

- tanda bukti penerimaan yang sah. a _ j - .

(5)VJangka waktu penyampaian e- SPI‘PD sesuai dengan ketentuan peraturan

;perundang—undangan perpajakan Daerah.

o o ~ Pasal 28 : . |

(1) BPPDRD mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga

kerahasian data Wajib Pajak, kecuali untuk kep’é"htingan- Pemeriksaan |

,"Pajak dan/atau kepentmgan lain yang mewambkan untuk membuka |

K keraha31aan data Wa_]xb Pajak sesua1 dengan ketentuan peraturan

: perundang-undangan . - : .

(2) ‘, Dalam hal Wa_}lb Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan Jangka f

,“,}_:waktu ~yang telah  ditentukan - BPPDRD ‘;_menerbl_tkan E Surat‘
. Pemberitahuan / Teguran - : S

' . BAB VI '
SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN

DENGAN PAJAK
‘Bagian Kesatu

— e

Umum
Pasal 29 . :
(1)~:’Slstem Onlme 1nforma31 dan dokumen yang berkaltan dengan Pajak
" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh BPPDRD
vdengan menyedlakan sarana _pengiriman Informa31 Elektromk dan

Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajlb Pajak
(2) Jenis Pajak yang dapat dlhubungkan dengan Slstem Onhne mforma31 dan
| "dokumen yang berkaitan dengan Pajak mel1put1 ' _v o
Pajak Hotel; T O
Pajak Restoran; - | . o |
‘ Pajak Hiburan, -
Pajak Reklame, : | . ‘ _ .
PajakPeneranganJalan, S o

e e v a s e

Pagak Mmeral Bukan Logam dan Batuan | | , | o
Pajak Parkir; N S
Pajak Air Tanah; - | '

PR ™Moo o gop
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(1) BPPDRD menyedlakan Sistem Online informasi dan dokumen - yang

@)

. Pa_lak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan

i, Pajak Sarang Burung Walet;
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 30

berkaltan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan
Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaltan dengan Pajak berupa
Informa31 Eletronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh BPPDRD dan

. dlarsm secara elektronlk dalam pusat data (data base).

(3)

Informam Elektronlk dan Dokumen Elcktronlk yang ada dalam pusat data

o (data base) BPPDRD merupakan hak milik Pemerlntah Daerah yang dapat

o " dlgunakan untuk kepentingan perpajakan.
@
_ Elektronlk Wajib Pajak, kecuali untuk .kepentlngan pemeriksaan Pajak

BPPDRD wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen'

dan/ atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan

@

Adata Wajlb Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—

' 'undangan

Pasal 31

‘}Siste'r‘nvv Online informasi dan dokumen | yang beriiaitan ’den‘gan} 'Pajak"
- }d11aksanakan untuk mempermudah penyampauan Informas1 Elektromkv.
B ' dan Dokumen Elektromk oleh BPPDRD kepada Wapb Pajak dan
,sebahknya | o R
Sistem Onlzne 1nforma31 dan dokumen yang berkmtan dengan Pajak

: .“memenuhl persyaratan palmg sedikit sebagai berikut.

L Elektronik secara utuh;

b, dapat me11ndung1 ketersediaan, keutuhan, keotentlkan, kerahas1aan

‘e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan

 kejelasan, dan pertanggungjawaban.

@)
"merupakan alat bukt1 perpajakan yang sah

a. dapat menampﬂkan kembali Informa31 Elektromk dan Dokumen

- dan keteraksesan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektromk

‘c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang dltetapkan

oleh BPPDRD; , ‘
d. d11engkap1 dengan prosedur atau petunjuk yang menampﬁkan bahasa,
' 1nforma31 ‘atau simbol yang dapat d1paham1 dan ’ ’ '

Informasi Elektromk dan Dokumen Elektromk serta hasﬂ cetaknya

i Ao A A AT S AP PR R 7 P e o A




~ Bagian Kedna
Tata Cara Pemanfaatan Slstem Onhne _ ,
Informasz dan Dokumen Yang Berkaltan Dengan PaJak

Pasal 32

(1) BPPDRD memanfaatkan Sistem Online - informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentmgan perpajakan

(2) BPPDRD memfasxhtas1, memberikan penjelasan dan melakukan sosmllsam
kepada Wajlb Pajak terkait pcmanfaatan Sistem Online 1nforma31 dan
dokumen yang berkaitan dengan Pajak. | | |

(3) BPPDRD dapat melakukan pengembangan Sistem Onlme 1nformasx dan
dokumen yang berkaltan dengan Pajak yang dlkoord1na81kan dan/atau' -

dlkonsulta81kan dengan ‘tenaga ahli sesuai dengan perkembangan

teknologl informasi.

Pasal 33‘ |

Wapb PaJak memanfaatkan Sistem Online 1nforma31 dan dokumen yang

| .berkaxtan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang'

dltetapkan BPPDRD
o BAB VII
* SISTEM ONLINE PAJAK TERINTEGRA“S‘Iv
Pasal 34 - ‘
(1) Slstem Online Pajak terintegrasi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3
, huruf e, dllakukan melalui: '

S a. pengxntegrasmn sistem Pajak dengan sistem penzman, dan o
| b. pengmtegras1an sistem Pajak dengan Satpol PP. ' |

(2) - Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Slstem Online PaJakg

tenntegra31 Sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehpun N
a PaJak Hotel; -
PaJak Restoran;
Pajak Hiburan;
vPaJak Reklame A
PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pa_]ak A1r Tanah; .
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Parklr, | f
Pajak Penerangan Jalan dan

PR o a0 o

|
.

R Pajak Bumi dan Bangqnan Perdesaan dan Perkotaan.
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b menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajlban perpajakan

. Pasal 35 , ,

' sttem Onlme Pajak temntegra31 merupakan sarana pertukaran Informasﬂ'
Elektromk dan Dokumen Elektronlk antara BPPDRD, DPMPT dan Satpol PP !
guna pemngkatan pendapatan Pajak ' - o

| | | Pasal 36 - L S - ;
' Penyelenggaraan Slstcm Onlme Pajak termtegram bertujuan untuk SRR |
Sa. menghasﬂkan informasi - Pajak penzman dan pengawasan yang‘

komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan
Daerah dan penegakan peraturan Daerah.

o ~ Pasal 37 _
o 'BPPDRD DPMP’I‘ dan Satpol PP melaksanakan momtonng dan- evaluas1
vsecara rutin terhadap hasil pelaksanaan S1stem Online Pajak tenntegra31
(2) Hasil momtonng dan evaluasi’ tersebut dljadlkan bahan pertlmbangani .
~ untuk melakukan pengembangan Slstem Onhne Pajak tenntegra31

- , BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRA’I‘IF

‘ Pasal 38 _
- Wallkota mehmpahkan kewenangan kepada BPPDRD untuk memberlkan
, teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan
) alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajlb
. PaJak

| | - Pasal39 ,,
| (1) Apablla Wajlb Pajak tidalk mengmdahkan teguran lisan, Kepala BPPDRD
atas nama Walikota menerbitkan teguran tertulis, sebagai benkut

a. teguran 1, diterbitkan palmg lambat 7 (tujuh) hari sejak Waij Pajak

_:‘j dlbenkan teguran lisan; ‘ . . ,
b teguran II, diterbitkan pahng lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I
| dxtenma oleh Wajib Pajak; dan

c. teguran 111, dlterbltkan pahng lambat 7 (tujuh) harl sejak teguran I

- diterima oleh Wajib PaJak ‘ oo R P ' 1
(2) Teguran tertuhs scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlsampajkan '
kepada Wajlb Pajak, DPMPI‘ dan Sat Pol PP. .

220-1



Pasal 40‘

(1) Apablla sampa1 dengan Jangka waktu yang dxtentukan dalam teguran III

(1)
o -dan/atau ‘sistem perekam data transaksi usaha’ yang d1m1hk1 oleh Wa_}lb :
L PaJak setelah dllaksanakan pcnghentlan sementara keglatan sebagalmana -
o dlmaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka Wajlb PaJak dlkenakan sank31 R
o admmlstratlf berupa pencabutan izin,

@

o pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Wahkota

. : Peraturan Wahkota 1n1 mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

'dllaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender _

sebagmmana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, WaJ1b Pajak masm

'tldak bersedla melakukan pemasangan alat dan/ atau 81stem perekam data
, transaks1 usaha yang d1m111k1 oleh Wajib Pajak maka BPPDRD bersurat -

kepada Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan.

Penghentlan sementara kegiatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)![

Pasal 41
Apablla Wajlb Pajak tetap tldak bersedla melakukan pemasangan alat‘

Penghentlan tetap kegiatan dan pencabutan izin’ sebagalmana dlmaksud :

e e iy e i

~ BABIX
KETENTUAN PENUTUP |
’ Pasal 42 D TS N

'V'Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan P

:"'DmndangkandlBahkpapan o | - ) I
_vpadatanggal 2 Jull 2018 e v S I

»vASEKRET ARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN '

‘ Q:BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 20 18 NOMOR 17 :

Wahkota m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bahkpapan ‘ ’

Ditetap‘kaln di Ba;ikpapan 0

pada tanggal 2 Juli 2018 !~

'WALIKOTA BALIKPAPAN, :
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- Sahnan sesuai“deng'an aslinya
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